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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK

NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN BENGKEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Daerah dalam
rangka penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya,
berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab,
maka perlu tersedianya sumber-sumber pembiayaan daerah yang
memadai, baik yang berasal dari Pajak Daerah maupun Retribusi
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin
Bengkel;

Undang-Undang Gangguan (Hinderordonantie), Stbl 1926
Nomor: 226 sebagaimana telah diubah dengan Stbl. 1927 Nomor
499 dan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

11.

12.

13.

1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak
(Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 10);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
BENGKEL.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Landak adalah Badan yang mempunyai
tugas dan fungsi sebagai Koordinator di dalam pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Landak.

7. Badan adalah sekumpulan orang atau wadah yang merupakan kesatuan, baik yang

10.

11.

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan Comanditer,
Persekutuan Firma, serta bentuk badan usaha lainnya.

Bengkel adalah tempat kegiatan memperbaiki, modifikasi dan merawat kendaraan
bermotor dan kendaraan diatas air agar tetap memenuhi standar teknis.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada
pada kendaraan itu.

Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknik
yang berada pada kendaraan itu.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut Peraturan Perundang-
undangan, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.

14. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
retribusi untuk memanfaatkan izin perbengkelan.

15. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah
data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

18. Penyidik adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari dan mengumpulkan bukti,
yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha bengkel, setiap orang pribadi atau Badan, yang akan dan
atau melakukan kegiatan usaha perbengkelan dipungut retribusi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Usaha Bengkel dari Pemerintah
Kabupaten kepada orang pribadi atau badan meliputi:

a. izin bengkel kendaraan bermotor;
b. izin bengkel kendaraan bermotor di atas air;
c. izin bengkel kendaraan tidak bermotor.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan, yang memperoleh izin usaha
perbengkelan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perbengkelan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha perbengkelan.

BAB YV
PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya
penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek
keadilan.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan klasifiasi modal bengkel.

(2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

No Jenis izin bengkel Klasifikasi Modal Tarif (Rp)
1. | Bengkel kendaraan bermotor:

a. besar Rp. 200.000.000,- - ke atas 500.000,-

b. menengah Rp. 100.000.000,- sampai 350.000,-

Rp. 200.000.000,-

c. kecil Rp.100.000.000,- ke bawah 150.000.,-
2. | Bengkel kendaraan Bermotor di atas -

air: 250.000,-
3. | Bengkel kendaraan tidak Bermotor - 100.000,-

BAB VII
KETENTUAN IZIN USAHA PERBENGKELAN
Pasal 9
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Setiap orang pribadi atau badan yang akan menjalankan usaha bengkel wajib memiliki
izin bengkel.

Izin Bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan bengkel
masih menjalankan usahanya.

Dikecualikan dari kewajiban memiliki izin bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi kegiatan bengkel di lingkungan pemerintah daerah.

Tata cara memperoleh izin bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BAB VIII
WEWENANG PEMBERIAN IZIN DAN PENGAWASAN

Pasal 10
Izin Bengkel dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada
Bupati.
Pasal 11
Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah
dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakannya.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

Pasal 13

Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan
Peraturan Bupati.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
besarnya retribusi yang terutang, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Pengeluaran Surat Teguran/peringatan atau Surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan atau surat
lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran/peringatan atau surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
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BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI

Pasal 16
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2
(dua) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan
tindak pidana di bidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tertangguh,
apabila diterbitkan surat teguran atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang
retribusi daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan
dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;



f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh berhenti atau dilarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j-  menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Bagi usaha bengkel yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini diberikan
waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk mengurus izin usaha perbengkelan sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan dan peraturan yang ada
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Paerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 April 2008
BUPATI LANDAK,
ttd
ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 15 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
cap/ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 8
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II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI IZIN BENGKEL

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya,
berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maka sumber-sumber
pendapatan asli daerah yang ada harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna
serta dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin
Bengkel termasuk Retribusi Daerah Kabupaten yang harus diatur dengan Peraturan
Daerah.

Sejalan dengan perkembangan sektor industri, khususnya usaha bengkel, maka
diperlukan adanya pengaturan terhadap kegiatan usaha tersebut, sehingga tercipta iklim
usaha yang kondusif sekaligus peningkatan pendapatan asli daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan mengatur Retribusi izin bengkel, yang meliputi
nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan
jasa, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah
pungutan retribusi, ketentuan izin usaha bengkel, wewenang pemberian izin dan
pengawasan, tata cara pemungutan dan pembayaran, sanksi administrasi, tata cara
penagihan, pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi, kadaluarsa penagihan,
penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6

Cukup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas

10



Pasal 8

Cukup Jelas
Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas
Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22

Cukup Jelas
Pasal 23

Cukup Jelas
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